BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2011 telah diatur dan ditetapkan Pajak Penerangan Jalan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

bahwa sehubungan dengan perubahan struktur
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun
2016, perlu menyesuaikan dan mengubah Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4347);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daeah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 6);



9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur

5. Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dinas Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur

7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai
dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak
serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam  Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



2.

3.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan,
pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.

(3) Pemungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
sumber lain dilaksanakan oleh penyedia tenaga listrik bersama-sama
dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara pemungutan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyedia tenaga listrik wajib mendaftarkan diri dan melaporkan
usahanya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat
Keputusan sebagai Pemungut Pajak.

(3) Terhadap instansi yang ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik
sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila tidak mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah menerbitkan Surat Keputusan sebagai Pemungut Pajak.

(4) Bentuk, isi, dokumen tata cara pendaftaran dan pelaporan dan surat
keputusan sebagai pemungut pajak ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
(1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak atau
kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Wajib Pajak yang
menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sekurang-
kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat lengkap Wajib Pajak;

Jenis dan kapasitas pembangkit;

Tingkat dan jangka waktu penggunaan listrik selama Masa Pajak;
Harga satuan listrik; dan

® o o T

Perhitungan besarnya pajak yang terutang.



(4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Wajib Pajak
sebagai penyedia tenaga listrik untuk dijual dengan pembayaran,
sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat lengkap Wajib Pajak;
b. Jumlah tagihan biaya beban/tetap yang dibayar oleh pelanggan;

c. Jumlah tagihan biaya pemakaian kWh/variabel yang dibayar oleh
pelanggan;

d. Harga satuan listrik; dan
e. Perhitungan besarnya pajak yang terutang.

(5) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

(6) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 November 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,
dto
H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN (6/0KUT/2017).



